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ABSTRAK 

 Saat ini Indonesia memiliki banyak potensi dalam sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia. Tentunya membutuhkan bantuan dana dari luar, 

yakni dengan adanya bantuan penanaman modal asing. Salah satu cara untuk 

menggait pemodal asing yakni diberikannya fasilitas berupa kepemilikan tanah. 

Menurut perundang-undangan WNA yang keberadaannya memberikan manfaat di 

Indonesia diberikan kesempatan untuk memiliki atau penguasaan hak atas tanah 

dengan status Hak pakai. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai 

bagaimana perlindungan hukum Hak pakai atas tanah bagi WNA melalui 

penanaman modal asing di Indonesia. 

 Penulisan skripsi ini  menggunakan jenis penelitian normatif yakni 

penelitian pustaka (Library Research) dengan mengelola data dari berbagai 

literatur berupa perundang-undangan, buku serta karya ilmiah yang berhubungan 

dengan penelitian penulis. Penelitian ini bersifat dekripstif-analitis dengan 

menjelaskan perundangan-undangan yang mengatur terkait masalah yang 

diangkat penulis kemudian menganalisis aturan tersebut dengan bahan-bahan 

berupa teori dari buku dan karya ilmiah yang penulis temukan. 

 Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan 

hukum yang dilakukan pemerintah untuk menjaga hak WNI dalam pemilikan Hak 

Milik atas tanah dari WNA yakni pemberian penguasaan hak atas tanah dengan 

status Hak pakai serta pemilikan rumah tinggal atau hunian diatas tanah Hak 

pakai. WNA yang dapat memiliki hak atas tanah tersebut menurut ketentuan PP 

Nomor 103 Tahun 2015 yakni WNA yang berkedudukan di Indonesia dan 

memberikan manfaat bagi pembangunan di Indonesia, salah satunya melalui 

penanaman modal asing. Pada dasarnya pemerintah telah berupaya mengeluarkan 

kebijakan demi menjaga tanah Hak Milik dari WNA. Namun beberapa 

penyuludupan hukum masih tetap terjadi seperti adanya praktek perjanjian pinjam 

nama yang  tanpa sepengatahuan pemerintah, penguasaan tanah tersebut dimiliki 

oleh WNA. 

Kata kunci: Hak pakai, Rumah tinggal/hunian, WNA, Penanaman Modal Asing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Indonesia merupakan negara kesatuan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Selama rakyat Indonesia bersatu sebagaai bangsa serta bumi, 

air, serta ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dipertahakan oleh 

rakyat Indonesia, maka tidak akan ada kekuasaan yang dapat memutskan 

ataupun meniadakan hubungan tersebut.1   

  Negara Indonesia saat ini memiliki potensi besar dalam hal sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia. Namun adanya keterbatasan 

modal membuat negara belum mampum mengelola secara baik sumber 

daya yang ada,  keterbatasan ini memperlambat proses pembangunan 

perekonomian negara, maka dari itu untuk mewujudkan kebijakan 

ekonomi, beberapa negara berupaya untuk meningkatkan investasinya. 

Salah satu cara untuk meningkatan investasi yaitu melalui investasi asing.2  

  Menurut Jack Francis investasi adalah penanaman modal yang 

diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana di masa depan. Sedangkan 

 

  1 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Alumni, 

1990), hlm. 25. 

  2 Evalina Barbara Meliala, “Pemberian Hak Atas Tanah dalam Rangka Penanaman Modal 

Setelah Diundangkannya Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tetang Penanaman Modal”, 

Tesis,Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2008), hlm. 

1.  



2 

 

 

 

menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), penanaman modal adalah 

segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal 

dalam negeri maupun penanam modal asing dengan tujuan melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia, istilah penanaman modal ini 

sering disebut dengan investasi. 

  Penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu kegiatan menanan 

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kehadiran penanam 

modal asing di Indonesia sangat diperlukan untuk mengolah kekuatan 

ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil3. 

  Penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang 

mendatangkan penghasilan bagi Negara Indonesia. Pemerintah terus 

berusaha menyempurnakan peraturan-peraturan dalam hal penanaman 

modal untuk kepentingan kegiatan tersebut. Hal yang paling utama dalam 

peraturan tersebut yakni mengenai fasilitas yang diberikan pemerintah 

kepada pihak yang melakukan penanaman modal di Indonesia, karena hal 

tersebut membuat para  penanam modal tertarik untuk menanamkan 

mdalnya. Salah satu fasilitas yang harus diperhatikan adalah mengenai 

 

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 3 
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pemberian penggunaan tanah untuk penanaman modal karena tanah 

merupakan faktor  utama yang pasti dibutuhkan oleh para penanaman 

modal. Maka dari itu, kebijakan mengenai penguasaan tanah dalam 

penanaman modal merupakan hal yang sangat dinantikan. Pemerintah 

harus berhati-hati dalam membuat kebijakan tersebut karena di satu sisi, 

Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menarik pihak penanam 

modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan sisi lain kebijakan 

tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 

serta tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat Indonesia.4 

  Pengertian WNA adalah mekera yang berada pada suatu negara 

tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, 

namun tunduk pada pemerintah dimana mereka berada. Adapun 

pengertian lain yakni WNA adalah orang berada atau tinggal di Indonesia 

baik dalam rangka bekerha atau belajar tetapi tidak ada pengakuan reesmi 

sebagai WNI.5  

  Keberadaan WNA di Indonesia salah satu sebabnya dikarenakan 

keikutsertaan mereka dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. 

Kegiatan penanam modal ini dalam berupa WNA yang bekerja di 

Indonesia, baik itu melalui penananan saham di perusahaan dalam negeri 

 

  4 Aries Hutagalung, “Kebijakan Pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman ModaL”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 3,  Th. XXXVIII 

(Juli-September 2008), hlm. 353. 

  5 “Pengertian WNI dan WNA”,  www.promo-jitu.com/2016/08/pengertian-warga-negara-

indonesia-dan.html, akses 6 Juni 2020. 
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maupun perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri Namun, 

adapun bidang-bidang tertentu seperti bidang pertambangan minyak dan 

gas bumi, bidang transportasi. Selain itu juga dalam bidang pernbankan, 

serta kantor cabang perusahaan asing yang didirikan di Indonesia.6 WNA 

dalam hal ini tentunya membutuhkan tempat tinggal untuk bertahan hidup 

selama di Indonesiadan menjalankan usahanya, maka dari itu mereka 

membutuhkan tanah untuk mendirikan bangunan. 

  Berikut adalah data  WNA secara perorangan yang memiliki Hak 

pakai di Indonesia7: 

KODEKANWIL 
KANWI

L 

WARGANEGAR

A 
JUMLAH 

05 Riau SINGAPURA 1 

09 DKI JERMAN 1 

10 Jabar 
KOREA 

SELATAN 
1 

10 Jabar AUSTRALIA 5 

10 Jabar NORWEGIA 1 

10 Jabar INDIA 1 

10 Jabar CHINA 1 

12 Jatim PERANCIS 1 

12 Jatim BELANDA 1 

15 Kalteng INGGRIS 1 

15 Kalteng AUSTRALIA 1 

22 Bali PERANCIS 11 

22 Bali Australia 1 

22 Bali RUSIA 1 

22 Bali BELANDA 4 

 

  6 Gatot  Supranomo, Hukum Orang Asing di Indonesia, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 

2012), hlm. 3. 

7 Pusat Data dan Informasi Badan Pertanahan Nasional, tanggal 8 Juli 2020 
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22 Bali 
AMERIKA 

SERIKAT 
10 

22 Bali SWITZERLAND 2 

22 Bali MALAYSIA 2 

22 Bali INGGRIS 7 

22 Bali KOREA UTARA 1 

22 Bali Perancis 1 

22 Bali Inggris 1 

22 Bali SWEDIA 1 

22 Bali CHINA 2 

22 Bali JEPANG 1 

22 Bali AUSTRALIA 16 

22 Bali CINA 1 

22 Bali JERMAN 2 

22 Bali HONGKONG 1 

22 Bali JAPAN 1 

22 Bali SINGAPURA 2 

23 NTB INGGRIS 1 

24 NTT 
AMERIKA 

SERIKAT 
1 

24 NTT URUGUAYA 1 

24 NTT KANADA 1 

24 NTT PERANCIS 2 

24 NTT BELANDA 1 

24 NTT ITALIA 2 

27 Malut KOREA UTARA 1 

28 Banten 
KOREA 

SELATAN 
2 

28 Banten KOREA UTARA 1 

28 Banten LAUT 1 

28 Banten MALAYSIA 1 

32 Kepri MALAYSIA 1 

32 Kepri LAUT 1 

32 Kepri SINGAPURA 3 

32 Kepri Singapura 1 

 

  Penguasaan hak atas tanah bagi WNA yang melakukan penanam 

modal asing menurut ketentuannya terdapat pada Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
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Agraria (UUPA), tentang subyek yang dapat mempunyai hak pakai salah 

satunya adalah WNA yang berkedudukan di Indonesia. Jadi menurut 

UUPA WNA dapat memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak pakai.  

Pengertian Hak pakai8 sendiri yakni hak untuk mempergunakan dan/atau 

memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah 

yang kuasai dengan status Hak Milik orang lain, memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat 

yang memiliki kewenangan untuk memberikannya atau dalam perjanjian 

dengan pemilik tanahnya, serta bukan perjanjian sewa-menyewa atau 

perjanjian pengelolaan tanah,  dan segala sesuatu tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini. 

  Mengenai perjalanannya Pemerintah mengeluarkan aturan demi 

kepastian hukum tentang pemilikan tempat tinggal atau hunian oleh WNA 

yang berkedudkan di Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang 

Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Diterbitkannya aturan ini 

menimbulkan adanya pro dan kontra, sebagaimana yang penulis kutip dari 

pendapat Ketua DPR Fadli Zon yang mengatakan bahwa diterbitkannya 

peraturan ini merupakan suatu kemunduran sekaligus ancaman bagi 

agenda reforma agraria. Menurutnya pemerintah terlalu mengejar 

pertumbuhan ekonomi, sehingga mengabaikan pengambilan kebijakan 

 

  8  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Pasal 41 
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yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pertanahan. Dalam jangka panjang kebijakan ini menghambat 

jalannya reforma agraria, dikhawatirkan kepemilikan tanah akan semakin 

terkonsentrasi di tangan segelintir orang termasuk orang asing.9 

  Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, 

maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang penulis beri 

judul: “Perspektif Yuridis Perlindungan Hukum Hak pakai atas Tanah 

Bagi Penanam Modal Asing di Indonesia.” 

B. Rumusan Masalah  

 Bedasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak pakai atas tanah bagi WNA melalui 

Penanaman Modal di Indonesia? 

2. Mengapa perlu adanya Perlindungan Hukum Hak pakai atas tanah bagi 

WNA melalui Penananman Modal Asing di Indonesia? 

 

 

 

  9 Ana Silviana, “Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Properti Bagi Orang Asing di 

Indonesia Pada Era Masyarakat Ekonomi Asia”, Diponegoro Private Law Review No. 1, Vol. IV 

(Edisi Februari 2019), hlm. 477. 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini (the goal of research) adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan di Indonesia 

melakukan perlindungan hukum serta kepastian hukum dengan 

adanya pemberian Hak pakaitas tanah bagi WNA yang melakukan 

penanaman modal di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui argumentasi yuridis pengkhususan pemberian hak 

pakai atas tanah bagi WNA yang melakukan penanaman modal asing 

di Indonesia  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu 

pengetahuan pada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam 

bidang hukum agraria. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi mahasiswa pada umumnya dan terkhusus para calon praktisi 

hukum agar lebih paham terkait perundang-undang di Indonesia 

yang mengatur tentang pemberian Hak pakai atas tanah bagi 

pemodal asing yang ada di Indonesia. 

2) Bagi masyarakat umum, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat 
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Indonesia untuk menjaga pengusaan hak atas tanahnya 

sebagaimana amanat dari perndang-udangan. Agar supaya WNA 

dalam penguasaan tanahnya di Indonesia dilakukan menurut 

prosedur yang telah diatur dalam undang-undang serta 

meniadakan adanya penyelududpan hukum dalam penguasaan 

tanah yang dilakukan WNA.  

D. Telaah Pustaka 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lebih awal 

terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu 

yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti penulis. Tujuan dengan 

adanya telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara 

penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran dari penelitian ini 

dapat dipertanggung jawabkan seta terhindar dari plagiasi. Hasil penelusuran 

penulis yakni ditemukan dalam beberapa karya ilmiah berupa skripsi-skripsi 

yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Berikut adalah 

beberapa karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis: 

 Pertama, skripsi yang disusun oleh Izzatun Fahira yang berjudul “Tinjauan 

Normatif dan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing 

(WNA) di Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng” yang 

menjelaskan bahwa WNA tidak dapat menguasai tanah dengan status Hak 

Milik dengan cara apapun. Penguasaan hak atas tanah oleh WNA yang 

dilakukan dengan peralihan penguasaan Hak Milik atas tanah ataupun 
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melakukan perjanjian nominee yang terjadi di Desa Kaliasem dianggap 

penyeludupan hukum. Karena praktek perjanjiannya menutupi terhadap 

perjanjian yang terjadi sesungguhnya. Dalam hukum islam larangan 

penguasaan tanah masuk oleh WNA tidak diatur, akan tetapi penguasaan WNA 

atas tanah masuk kepada kepemilikan tidak sempurna (al-Milk An-Naqish) 

yang mana WNA hanya bisa memanfaatkan tanahnya saja, tanpa memliki 

tanah itu sendiri. Selain itu akad yang dipergunakan dalam penguasaan tanah 

oleh WNA ini dapat dikategorikan kepada penguasaan akad ijara (sewa 

menyewa), yang dalam pelaksanaannya WNA harus melakukan pembaharuan 

akad jika akan yang dibuat telah habis. Pembahsan akad tersebut masuk 

kedalam akad baru dan harus didaftarkan. 10 

 Kedua, skripsi yang ditulis oleh Epri Wahyudi yang berjudul 

“Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground 

(Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa 

kepemilikan dan penguasaan tanah dengan status Sultan Ground dan 

Pakualaman Ground secara yuridis diakui melalui ketentuan Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, namun luasan tanah yang dimiliki oleh Kesultanan dan Kadipaten 

Pakualaman melebihi ketentuan dan tidak berdasarkan pada asas escaplause 

untuk badan hukum yang dapat memiliki dan/atau menguasai tanah. Oleh 

 

  10 Izzatun Fahira, “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi 

Warga Negara Asing (WNA) di Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kebupaten Bulelng”, Skripsi, 

Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017 
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karena itu, hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 

UUPA, Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luasan Tanah 

Pertanian dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 tentang 

Larangan Penguasaan Tanah yang Melampaui Batas, serta norma yang terdapat 

dalam hukum islam dan hal tersebut tidak sejalan dengan konsep maqasid asy-

syari’ah terutama dalam hal prlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan 

jiwa (hifz an-nafs) masyarakat. Oleh karena itu seharusnya kepemilikan dan 

penguasan tanah dimuka bumi ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat 

berdasarkan asas egalite-proporsionale untuk mencapai kesejahteraan dan 

kemamuran masyarakat sehingga mewujudkan keadilan sosial kepada 

masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 11 

 Ketiga, tesis yang disusun oleh Michael Wisnoe Barata yang berjudul 

“Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing dan 

Kewarganegaraan Ganda” dalam penelitian ini membahasa tentang 

Kepemilikan Hak-Hak atas Tanah bagi WNA yang ditinjau dari UUPA dan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

Kwarganegaraan ganda merupakan seseorang yang memiliki dua 

kewarganegaraan selain kewarganegaraan Indonesia. kewarganegaraan ganda 

ini didaptkan karena adanya perkawinan campuran antara WNI dan WNA, 

sehingga mengakibatkan anak dari perkawinan ini memiliki dua 

 

  11 Epri Wahyudi, “Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Sultan Ground dan Pakualaman 

Ground (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Skripsi, Program Studi Muamalah 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016) 
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kewarganegaraan yang didapatkan dari kedua orang tuanya. Anak hasil 

perkawinan campuran dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik dengan 

cara ia memilih utunk menjadi WNI, namun sebaliknya jika ia meilih 

kewarganegaraan selain Indonesia maka hak milik yang didapatkan dari 

orangtua yang WNI harus dilepaskan menadi tanah negara. 

 Sebagaimana telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis dalam hal 

ini menunjukan bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan sesuatu 

yang baru dan berbeda dari penelitan-penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa orang. Serta yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya yakni penulis meneliti tentang aturan mengenai perlindungan 

hukum serta kepastian hukum pemberian Hak pakai bagi WNA dalam 

penanaman modal asing di Indonesia. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kepastian Hukum 

  Asas hukum dan materi muatan akan membentuk susunan aturan 

yang pada akhirnya menentukan keberlakuan yuridis suatu aturan 

perundang-undangan. Salah satu persyaratan keberlakuan yuridis menurut 

Bagir Manan yaitu keharusan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Bruggink menyebut 

keberlakuan tersebut dinamakan keberlakuan normatif atau formal dengan 

menyatakan: 

“...kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu 

yang didalamnya kaidah-kaidah itu saling menunjuk yang satu 
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terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas 

suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada 

kaidah-kaidah hukum umum. Di dalamnya, kaidah hukum khusus 

lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. 

Karena pada keberlakuan ini diabstraksikan dari isi kaidah hukum, 

tetapi perhatian hanya diberikan pada tempat kaidah hukum itu dalam 

sistem hukum, maka keberlakuan ini disebut juga keberlakuan formal.” 

 

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. 

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau 

das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang 

harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang 

deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam 

masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan terebut 

menimbulkan kepastian hukum.12  

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi 

tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ini menjadi suatu sistem norma 

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

 

  12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kecana, 2008) hlm.158 
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hukum yang jelas, tetapi, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang 

sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan 

moral, secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti 

dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. 

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai 

kemungkinan bahwa dalam situai tertentu: 

a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah 

diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 

b. Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum 

tersebut secara konsisten dan juga untuk dan taat kepadanya. 

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap 

aturan-aturan tersebut. 

d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan13 

   Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

pertama, adanya yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan 

 

  13 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Sinar Grafika,2011) hlm. 45 
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adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja 

yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.14 

   Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan 

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang 

baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati.15 

2. Teori Perlindungan Hukum 

  Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangan 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati mertabatnya sebagai manusia. 

  Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum. Karena menurutnya sifat dan tujuan hukum yakni memberikan 

 

  14 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya 

Bakti, 1999), hlm, 23. 
  

  15Asikin Zainil, Pengantar Tata Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

hlm.30. 
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perlindungan kepada masyarakat dan harus diwujudkan dalam bentuk 

adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi 

yang bersifat preventif dan represif.16 

  Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kewenangan. 

3. Hak atas Tanah 

 Hak atas tanah atau yang menurut Urip Santoso disebut sebagai hak 

penguasaan atas tanah, merupakan “hak yang berisi serangkaian 

wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk 

berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki”.17. menurut A.P. 

Parlindungan yang dikutip oleh Urip Santoso menyatakan bahwa 

“pengertian agraria memiliki ruang lingkup, pertama, dalam arti sempit 

bisa berwujud hak-hak atas tanah ataupun pertanian saja. Kedua, dalam arti 

luas pada Padal 1 dan Pasal 2 UUPA yang menyatakan bahwa bumi, air, 

ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipakai 

dalam arti yang sangat luas.”18 

 

  16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),  hlm. 53. 

   17  Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2013, hlm. 10.  

 18  Ibid, hlm. 2.  
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  Menurut Pala 9 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: “Hanya WNI 

yang dapat mempunyAi hubungn sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang 

angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.” Hubungan yang 

sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa disini dimaksudkan adalah 

hak-hak menguasai atas tanah yang macam-macamnya dimuat dalam Pasal 

16 dan Pasal 53 UUPA. Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) ialah: 

a. Hak Milik 

b. Hak Guna Usaha (HGU) 

c. Hak Guna Bangunan (HGB) 

d. Hak pakai 

e. Hak Sewa 

f. Hak Membuka Tanah 

g. Hak Memungut Hasil Hutan 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut diatas yang akan 

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.  

 Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara, disebutkan macam-

macamnya pada Pasal 53 UUPA, yaitu: 

a. Hak Gadai 

b. Hak Usaha Bagi Hasil 

c. Hak Menumpang 
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 Akan tetapi dalam Pasal 21 ayat (1) menyebutkan adanya larangan 

pengusaan tanah Hak Milik oleh WNA yang berbunyi: “Hanya WNI dapat 

mempunyai Hak Milik.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala 

penguasaan tanah Hak Milik hanya boleh dmiliki oleh WNI saja, sedangkan 

WNA tidak dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. 

 Mengenai hak-hak penguasaan atas tanah serta pihak-pihak yang dapat 

memiliki hak atas tanah di atas, mengga,barkan prinsip nasionalitas bangsa 

Indonesia atas kepemilikikan tanah di wilayah Indonesia. Prinsip 

nasionalitas tersebut merupakan bentuk dari sikap dasar dari bnagsa 

Indonesia yang meletakkan kepentingan lain (negara lain), sehinga dalam 

prinsip tersebut terdapat kedaulatan penuh atas sumber daya agraria yang 

ada di negara ini, sebagai buah dari kemerdekaan yang ditunujukan semata-

mata untuk kesejahteraan warga negaranya.19  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Menurut Morris L. Cohen dalam bukunya Suratman dan Philips 

bahwa “legal research is process of finding the law that governs activities 

in human sociate”. Senada dengan pendapat di atas, menurut Bambang 

 

  19 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika:2007), hlm. 66. 
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Waluyo, penelitin hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum.20

 Menurut Soerjono Soekanto, penelitan hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberpa gejala 

hukum tertentu dengan menganalisanya serta melakukan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam 

gejala yang bersangkutan.21 

 Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang 

dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder, dengan cara 

memeplajari buku-buku, makalah, laporan penelitian, artikel, serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau objek 

penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

 Berdasarkan pemeparan yang telah penulis jelaskan di atas, 

penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni mendeskripsikan terkebih 

dahulu mengenai undang-undang atau aturan-aturan terkait hak pengusaan 

tanah bagi orang asing serta aturan terkait pemberian izin tinggal bagi 

 

  20 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeth,2014), 

hlm. 28 . 

  21 Bambang Waluyo, Peneitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

hlm. 137. 
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warga negara asing yang menenamkan modal di Indonesia. Kemuadian 

setelah itu penulis akan menganalisis terkait peraturan-peraturan tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni 

pendekatan yuridis-normatif, yaitu melihat aturan hukum positif dan 

hukum islam tentaang aturan pemberian hak penguasaan atanh bagi orang 

asing serta aturan terkait pemebrian izin tinggal bagi penenm modal asing 

di Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam peneltian ini normati ini data yang dibutuhkan adalah data 

sekunder. Data sekunder yang diperoleh dengan membaca dan memahami 

secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan 

masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa 

bahan hukum: 

a. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum atau ketentuan 

yang mengikat, dan peraturan perundang-undangan yang pernah 

berlaku berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer 

terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 
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3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman. 

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (UUPM) 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna  Bangunan, dan Hak pakai Atas Tanah. 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 

Rumah Tinggal atau  Hunian oleh Orang Asing yang 

Berkedudukan di Indonesia. 

8) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan 

Tanah HGU dan HGB untuk Usaha Patungan dalam Rangka 

Penanaman Modal Asing. 

9) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman 

Modal Dalam Negeri. 

10)  Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 106 tentang Tata Cara 

Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemelikan 

Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
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 Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang 

memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji 

bahan-bahan primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku 

tentang agraria, buku-buku terkai kempemilikan tanah khususnya bagi 

orang asing, buku-buku terkait Hak pakai bagi WNA , buku-buku 

terkait penguasaan tanah bagi penanam modal asing, berbagai jurnal, 

karya ilmiah dan bahan yang relevan. 

c. Bahan hukum tertier 

 Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. Terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, dan Ensiklopedia. 

5. Analisis Data 

 Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan untuk mengkaji 

atau menelaah hasil penelitian berupa data yang sudah diolah, dengan 

teori-teori yang telah didaptkan sebelumnya. Metode pengelolaan dan 

analisis data yang digunakan penulis dalam penelitan ini yakni 

mempergunakan metode descriptif kualitatif. 

 Analisis dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan mengacu 

pada peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini. kemudian dikaji dan dianalisis dengan sudut 

pandang yang telah ditentukan. Analisis ini dilakukan untuk memberikan 
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penilaian peraturan perundang-undangan yang megatur terkait 

penguasaan tanah serta pemberian izin tinggal bagi penanam modal asing. 

G. Sistematika Penulisan  

 Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahan agar dapat memberikan 

gambaran terkait hasil penelitan yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu 

penulis perlu untuk menjabarkan melalui seistematika penulisan sebagai 

berikut: 

 Bab I pendahuluan, menjelaskan terkait gambaran umum penelitian yang 

terdiri dari tujuh sub pembehasan, sub pembahasan tersebut meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 Bab II   tinjauan umum tentang penanaman modal asing dan hak atas 

tanahnya, dalam bab ini akan terbagi dalam beberapa sub bab yakni dimulai 

dengan pengertian penanaman modal asing, unsur-unsur penanaman modal 

asing, hak dan kewajiban dari penanam modal asing, lembaga yang 

berwennag mengkoordinasikan investasi, serta hak atas tanah dalm hukum 

atanah nasional. 

 Bab III gambaran umum terhadap hak atas tanah bagi penanam modal 

asing di Indonesia, yang mana dalam bab ini akan membahas terleboh sahulu 

tentang penguasaan gak atas tanah dan bangunan bagi WNA, pendafaran 
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tanah WNA yang berkedudukan di Indonesia, serta konsep perlindungan 

hukum dalam penguasaan dan pemilikan tanah. 

 Bab IV analisis, berisi tentang analisis dari penulis penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

 Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah 

penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta berkaitan erat dengan pokok 

permasalahan penelitian ini, yang disertai dengan saran-saran yang penulis 

dapatkan dari hasil penelitian yang akan penulis temukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan dari pokok permasalahan yang penulis uraikan 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulam sebagai berikut: 

1. Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah dengan keberadaanya WNA 

dalam penanaman modal asing di Indonesia yakni dengan memberikan 

kesempatan bagi WNA untuk memiliki tanah di Indonesia dengan status 

Hak pakai. Ketentuan ini pun sudah diatur dalam Pasal 42 UUPA dan 

diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 

Tahun 2015. Menurut PP 103 Tahun 2015 menjelaskan bahwa WNA 

yang dapat memiliki rumah tinggal atau hunian di atas tanah Hak pakai 

yakni WNA yang keberadaanya memberikan manfaat bagi pembangunan 

di Indonesia.Bentuk kepastian hukum pemberian Hak pakai atas tanah 

bagi WNA melalui penanaman modal asing yakni adanya aturan-aturan 

yang mengatur tentang pemilikan Hak pakai bagi WNA sebagaimana 

yang diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 serta pemilikan rumah hunia 

yang berdiri diatas tanah Hak pakai yang diatur dalam PP Nomor 103 

Tahun 2015 serta aturan-aturan pelaksana lainnya yang mengatur 

mengenai Hak pakai bagi WNA. Namun, perlindungan hukum serta 

kepastian hukum yang diberikan pemerintah Indonesia terkait pemberian 
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Hak pakai bagi WNA dalam Penanaman Modal di Indonesia dengan 

upaya menjaga kepemilikan tanah Indonesia jatuh ke tangan asing, pada 

faktanya masih saja terdapat adanya penyeludupan hukum yang dilakukan 

WNA dengan bekerja sama dengan WNI bahkan pejabat yang berwenang 

untuk mendapatkan kepemilikan tanah dengan cara yang ilegal seperti 

adanya perjanjian pinjam nama atau perjanjian lain yang mengkibatkan 

adanya pengalihan kepemilkan tanah kepada WNA. 

2. Pengkhususan adanya perlindungan hukum mengenai pemberian hak 

pakai bagi WNA yang melakukan penanaman modal di Indonesia 

merupakan bentuk implementasi dari asas nasionalitas yang terdapat 

dalam UUPA yang mana hak milik atau hak tanah terpenuh dan terkuat 

tidak dapat dimiliki oleh WNA. Perlindungan hukum terhadap hak pakai 

bagi WNA ini pun dikhususkan bagi mereka WNA yang meberikan 

manfaat bagi pembangunan negara Indonesia yakni melalui penanaman 

modal asing di Indonesia.     

B. Saran 

 Adapun beberapa saran dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan 

yakni sebagai berikut: 

1. Demi mempertahankan hak atas tanah dari penguasaan asing, maka dari 

itu pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, tempat tinggal 
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serta bangunan bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia sehingga 

kebijakan tersebut tidak mengurangi perlindungan hukum terhadap WNI. 

2. Pemerintah yang dalam hal ini instansi yang berwenang harus lebih jelih 

dalam menerapkan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 

agar supaya meminimalisir adanya penyeludupan hukum yang nantinya 

akan dilakukan oleh WNA. 

3. WNI yang sebagai pemegang hak tertinggi atas tanah di Indonesia 

bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ada dengan tidak 

mempermudah WNA dalam menguasai hak atas tanah di Indonesia. 
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